SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 8 24H01 2015

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

bahwa sebagai implementasi Pasal 321 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Gubernur bersama DPRD telah menyempurnakan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada
pertimbangan huruf a, telah memperoleh persetujuan DPRD
Provinsi Jawa Barat yang dimuat dalam Keputusan DPRD
Provinsi Jawa Barat Nomor 903/Kep.DPRD-12/2015 dan
Berita Acara Persetujuan Bersama Gubernur Jawa Barat
dan DPRD Provinsi Jawa Barat;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah yang telah memperoleh persetujuan
sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, telah
dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri 903-4766 Tahun 2015
dan telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan
Peraturan  Daerah  Provinsi Jawa Barat tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran
2014;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor
20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
903, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); '

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor
9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 46);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor
11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 46);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun
2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan



Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015
Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 183);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun
2013 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2013 Nomor 26 Seri A);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun
2014 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 18 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Menetapkan

dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

3. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di
Jawa Barat.

4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

6. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara
pendapatan Daerah dan belanja Daerah.

7. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara
pendapatan Daerah dan belanja Daerah. W
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8. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan
informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer,
surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang
pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan
dengan anggarannya dalam satu periode.

9. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi
keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang, dan
ekuitas dana pada tanggal tertentu.

10. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu
periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal
pelaporan.

11. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut
CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang
penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos
yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas
dalam rangka pengungkapan yang memadai

Bagian Kedua
Maksud
Pasal 2

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dimaksudkan dalam
rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan
pengelolaan keuangan Daerah secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, transparan dan bertanggung jawab.

Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 3

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ini bertujuan untuk:

a. laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; dan

b. keterbandingan laporan keuangan Daerah terhadap anggaran.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 4

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:

Laporan Realisasi Anggaran;
Neraca;

Laporan Arus Kas; dan

Catatan atas Laporan Keuangan.

aoop
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(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan
keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 5

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

a. Pendapatan : Rp. 22.310.953.031.230,00

b. Belanja : Rp. 20.797.988.465.006,00

Surplus/ (defisit) :Rp. 1.512.964.566.224,00
c. Pembiayaan :

- Penerimaan Rp. 3.494.683.941.804,00

- Pengeluaran : Rp. 458.575.000.000,00

Surplus/(defisit) :Rp. 3.036.108.941.804,00

Pasal 6

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 sebagai berikut:

a. Selisih  anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp. 1.017.891.603.625,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pendapatan Rp. 21.293.061.427.605,00
setelah perubahan

2. Realisasi Rp. 22.310.953.031.230,00
Selisih lebih/ (kurang) Rp. 1.017.891.603.625,00

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja  sejumlah
Rp. 3.427.758.925.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran belanja setelah Rp. 24.225.747.390.906,00

perubahan
2. Realisasi Rp. 20.797.988.465.006,00
Selisih lebih/ (kurang) (Rp.  3.427.758.925.900,00)

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp. 4.445.650.529.525,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Surplus/defisit  setelah (Rp. 2.932.685.963.301,00)

perubahan
2. Realisasi Rp. 1.512.964.566.224,00
Selisih lebih/(kurang) Rp. 4.445.650.529.525,00

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran penerimaan Rp. 3.494.683.941.804,00
pembiayaan setelah
perubahan M



2. Realisasi Rp. 3.494.683.941.804,00
Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran Rp. 458.575.000.000,00
pembiayaan setelah
perubahan

2. Realisasi Rp. 458.575.000.000,00
Selisih lebih/ (kurang) Rp. 0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah
Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pembiayaan Rp. 3.036.108.941.804,00
netto setelah perubahan

2. Realisasi Rp. 3.036.108.941.804,00
Selisih lebih/ (kurang) Rp. 0,00

Pasal 7

Neraca per 31 Desember 2014, sebagai berikut:

a. Jumlah aset Rp. 28.614.139.178.798,09
b. Jumlah kewajiban Rp. 495.858.371.515,29
c. Jumlah ekuitas dana Rp. 28.118.280.807.282,80

Pasal 8

Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember 2014, sebagai
berikut:

a. Saldo kas awal 1 Januari Rp. 3.586.471.831.054,00
2014

b. Saldo kas dari aktivitas Rp. 2.872.192.187.115,00
operasi

c. Saldo kas dari aktivitas (Rp. 1.359.227.620.891,00)
investasi aset non-
keuangan

d. Arus kas dari aktivitas (Rp. 550.362.889.250,00)
pembiayaan

e.  Arus kas dari aktivitas non  Rp. 0,00
anggaran

f. Saldo kas akhir 31 Rp. 4.549.073.508.028,00

Desember 2014
Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan memuat penjelasan atas POs-pos
laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud
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dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini,
terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
Urusan  Pemerintahan Daerah dan
Organisasi
Lampiran 1.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran

menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan.

Lampiran 1.3 i Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja
Daerah menurut Urusan Pemerintahan
Daerah,  Organisasi, Program dan
Kegiatan

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja
Daerah untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah dan Fungsi dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara

Lampiran 1.5 . Daftar Piutang Daerah

Lampiran 1.6 . Daftar Penyertaan Modal (Investasi)
Daerah ;

Lampiran 1.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah

Lampiran [.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan

Pengurangan Aset Lainnya

Lampiran 1.9 . Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum
Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan
Dianggarkan Kembali Dalam Tahun
Anggaran Berikutnya

Lampiran [.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah
Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi
Daerah
b. Lampiran II : Neraca
c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan
Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (1), terdiri dari:

a. Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pendapatan,
Beban dan Laba (Rugi) Bersih, tercantum dalam Lampiran V.1;
dan

b. Ikhtisar Laporan Keuangan Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas
Dana, tercantum dalam Lampiran V.2.

Pasal 12

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
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Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, sebagai rincian lebih lanjut

dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Agustus 2015

GUBERNUR JAWA BARAT,
ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 25 Agustus 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 8 SERI A.






